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[ PRAKATA ]

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut
kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat
dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang Tugas dan Tanggung
Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik telah selesai di
susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan
sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang
memiliki minat terhadap pembahasan Tugas dan Tanggung Jawab
Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik.

Buku ini merupakan salah satu wujud perhatian penulis
terhadap Tugas dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan
Akta Autentik. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan
Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 yang menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum vyang berlandaskan dan berintikan kepada
kebenaran dan keadilan. Fungsi hukum sangat penting di dalam
kehidupan masyarakat yang menentukan dengan jelas hak dan
kewajiban seseorang sebagai subyek hukum, maka diperlukan alat
bukti tertulis yang sifatnya autentik mengenai keadaan, peristiwa

atau perbuatan hukum.



Alat bukti tertulis berupa akta autentik sebagai alat bukti paling
akurat dan tinggi nilainya dalam pembuktian mempunyai peranan
paling penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan
masyarakat, dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang
perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain sebagainya.

Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik
dalam arti Verliiden, vyaitu menyusun, membacakan dan
menandatangani dan Velijden dalam arti membuat akta dalam
bentuk yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan
ketentuan yang terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Peraturan
Jabatan Notaris, yaitu adanya alasan-alasan yang mempunyai dasar
untuk menolak pembuatan akta tersebut. Notaris juga memberikan
nasehat hukum dan penjelasan mengenai ketentuan undang-
undang kepada para pihak yang bersangkutan. Adanya hubungan
erat antara ketentuan mengenai akta dan keharusan adanya pejabat
yang mempunyai tugas untuk melaksanakannya, menyebabkan
adanya kewajiban bagi penguasa, yaitu pemerintah untuk menunjuk
dan mengangkat Notaris.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini
terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna,

sebagaimana pepatah menyebutkan “tiada gading yang tidak retak”



dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka
dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima
berbagai kritik dan saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut
tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus
melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di
masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh
rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga
buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini
bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi

bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Februari, 2024

Penulis
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BAB

NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK

A. ISTILAH AKTA AUTENTIK

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang
menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum
yang berlandaskan dan berintikan kepada kebenaran dan keadilan.
Fungsi hukum sangat penting di dalam kehidupan masyarakat yang

menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai



BAB

SEJARAH DAN ASAL-USUL NOTARIS

A. AWAL TIMBULNYA KATA NOTARIS

Notariat berasal dari kata Notarius, yaitu nama yang pada jaman
Romawi diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan
menulis.'® Fungsi Notarius pada saat itu sangat berbeda dengan
fungsi Notaris pada waktu sekarang. Ada juga pendapat yang
mengatakan bahwa nama Notarius itu berasal dari perkataan “Nota
Literaria”, yaitu menyatakan suatu perkataan. Kemudian dalam
abad kelima dan keenam sebutan Notarius, majemuknya Notarii,

diberikan kepada penulis atau sekretaris pribadi dari Raja,

13 R. Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notaris di Indonesia, cet.ll,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, him 13.



BAB

JENIS-JENIS DAN PEMBUKTIAN AKTA

A. JENIS-JENIS AKTA

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “acte”
atau "akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “act”atau“deed”. Akta
menurut Sudikno Mertokusumo merupakan surat yang diberi tanda
tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu

hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk

pembuktian.?®

% Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty,
Yogyakarta, 2006, him 149.



BAB

AKTA-AKTA NOTARIS

A. AKTA PPAT SEBAGAI AKTA AUTENTIK

Diatas telah diterangkan, bahwa wewenang serta pekerjaan
pokok dari Notaris adalah membuat akta autentik baik yang dibuat
dihadapan (partij akten) maupun oleh Notaris (Relaas akten),
apabila orang mengatakan akta autentik, maka pada umumnya yang
dimaksudkan tersebut tidak lain adalah akta yang dibuat oleh atau
dihadapan Notaris.

Akta PPAT adalah akta autentik dan sebagai sebuah akta
autentik terdapat persyaratan ketat dalam hal prosedur pembuatan,
bentuk dan formalitas yang harus dilakukan sehingga akta tersebut

berhak disebut sebagai akta autentik. Hal ini ditegaskan oleh pasal



BAB

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS

A. KEABSAHAN AKTA AUTENTIK

Tanggung jawab yang harus dibebankan kepada seorang profesi
hukum dalam menjalankan tugas dan jabatan profesinya tidaklah
ringan. Oleh karena itu terhadap tanggung jawab profesi hukum
diperlukan suatu ruang lingkup yang jelas agar segala perbuatan
yang dilakukan karena jabatannya dapat dipertanggungjawabkan.
Sehubungan dengan tanggung jawab profesi hukum ini,

mengetengahkan ruang lingkup tanggung jawab hukum Notaris
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TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

NOTARIS

DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
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Alat bukti tertulis berupa akta autentik sebagai alat bukti paling
akurat dan tinggi nilainya dalam pembuktian mempunyai peranan paling
penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat,
dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan dibidang perbankan,
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dalam arti Verlijden, yaitu menyusun, membacakan dan
menandatangani dan Velijden dalam arti membuat akta dalam bentuk
yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana yang dimaksud oleh
Pasal 1868 KUHPerdata, tetapi juga berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam Pasal 16 ayat 1 huruf e Peraturan Jabatan Notaris, yaitu
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